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1.	Pengantar

Koperasi kredit Islam atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah penyedia pembiayaan 
mikro (usaha kecil) di Indonesia yang cukup berkembang. BMT-BMT merupakan upaya 
pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang didukung oleh dana-dana dari para 
anggota komunitas Islam. Organisasi pembiayaan usaha kecil ini biasanya beroperasi 
berdasarkan prinsip pembagian hasil(termasuk berbagi kerugian) dan menggunakan 
nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal sosial guna mendorong 
pembayaran pinjaman. Solidaritas kelompok dibangun melalui rapat-rapat dan konsultasi-
konsultasi berkala. Kadang-kadang BMT sendiri juga menjalankan bisnis eceran untuk 
mendukung skema pembiayaan usaha kecil.

Beberapa produk pembiayaan dan jasa yang ditawarkan BMT mirip dengan yang ada di 
bank-bank Islam dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).  Namun perbedaan yang 
mencolok adalah para nasabahnya: bank-bank Islam biasanya menarik minat umat Islam 
pekerja kantor yang berasal dari kelas menengah, sementara BPRS sebagian besar melayani 
para muslim dari kelompok berpenghasilan menengah dan bawah. Memang ada kelompok 
nasabah bank-bank Islam/BPRS yang juga nasabah BMT, tapi kebanyakan nasabah BMT 
adalah umat Islam yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang mempunyai akses 
relatif terbatas ke bank. 

Perkembangan pembiayaan syariah dalam sistem keuangan modern Indonesia di mulai 
sejak dibentuknya bank Islam yang pertama, Bank Muamalat, tahun 1991. Pada saat itu 
dukungan umumnya berasal dari umat Islam di Indonesia dari pada pemerintah. Namun, 
sebagian besar penduduk Muslim tidak memahami atau tidak percaya pada sistem ini, 
sehingga akibatnya pangsa pasar bank-bank Islam tetap kecil. Namun demikian, riset kami 
memperlihatkan bahwa gerakan BMT telah berkembang sampai saat ini tanpa mendapat 
banyak dukungan, pengawasan atau pengaturan sistem dari Pemerintah Indonesia. 
Aktivis-aktivis Muslim menjadi pendukung utama gerakan BMT di Indonesia (Antonio 
2008, Lubis 2004, Sakai 2008)

Sektor BMT di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh jika BMT 
mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dalam operasiannya yang sampai saat ini 
telah mengakibatnya banyak BMT berhenti beroperasi. Kurangnya riset empirik tentang 
BMT (Sakai 2008) telah menyebabkan kebingungan bagaimana BMT-BMT beroperasi dan 
menghambat upaya-upaya untuk memahami kebutuhan mereka. BMT sering dianggap 
sebagai lembaga pembiayaan mikro syariah, dengan badan hukum seperti koperasi. Studi-
studi lain mengklasifikasikan BMT sebagai lembaga pembiayaan swasta, yang menjalankan 
peran serupa seperti bank-bank di Indonesia.  Akibatnya, studi-studi ini menekankan 
perlunya reformasi terhadap pembiayaan dan status hukum BMT.  Berdasarkan 
pendekatan ini, Seibel (2008) menyatakan bahwa BMT, beserta seluruh sektor koperasi 
lainnya, membutuhkan perbaikan menyeluruh. Peneliti ini juga merekomendasikan 
agar sektor perbankan pedesaan (baik yang komersial maupun syariah, yang lebih 
berpengalaman, terikat pada peraturan dan mendapat pengawasan) seharusnya masuk 
ke sektor pembiayaan usaha kecil karena sebagian besar BMT tidak beroperasi dan secara 
teknis bangkrut karena kurangnya pengaturan dan pengawasan.

Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami
Dr Minako Sakai 

Professor Kacung Marijan 
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Namun demikian, penelitian ini menemukan keadaan yang lebih beragam sehubungan 
dengan eksistensi BMT: beberapa BMT berkembang pesat dan terus memperluas bisnisnya 
sementara beberapa BMT lain terancam bangkrut karena kegagalan  para nasabah untuk 
membayar kembali pinjamannya.  Temuan-temuan utama dalam riset ini dapat diringkas 
sebagai berikut:

Sebagian besar BMT dijalankan oleh para pengusaha sosial dengan komitmen kuat •	
untuk membangun keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan 
dan komitmen ini sangat mempengaruhi keberhasilan operasi sama halnya dengan 
keberadaan peraturan-peraturan.

Dalam rangka mencapai tujuan keadian sosial ini, sebagian besar BMT menawarkan •	
tiga macam jasa (pembiayaan usaha kecil, zakat dan program-program kesejahteraan 
sosial, serta pelatihan bisnis/kewirausahaan) kepada para anggotanya dan masyarakat. 
Pada dasarnya, BMT-BMT ini merupakan usaha-usaha sosial yang sangat berbeda 
dengan usaha-usaha yang berorientasi bisnis.

Berbagai asosiasi dan lembaga BMT (BMT Center, PINBUK dan asosiasi-asosiai BMT •	
daerah dan nasional) giat membuat peraturan-peraturan pelaksanaan sendiri dan 
prosedur operasi yang baku.

Kurangnya promosi terhadap jasa-jasa yang ditawarkan BMT secara umum •	
menghambat perkembangan BMT. Hal ini menciptakan persepsi seakan-akan BMT 
adalah organisasi pemberi sumbangan. Persepsi seperti ini menyebabkan timbulnya 
permasalahan bagi BMT ketika harus menagih pembayaran kembali pinjaman-
pinjaman yang telah diberikan. 

Beberapa BMT menjalankan kegiatan bisnis lain.  Keberhasilan dan kegagalan bisnis •	
sampingan ini seringkali memberi dampak keuangan terhadap operasi BMT.

Konteks hukum dan peraturan bagi BMT

Bank-bank Islam dan BPR Syariah diatur oleh Hukum Perbankan dan diawasi oleh Bank 
Indonesia. Namun peraturan-peraturan hukum bagi sektor BMT terdiri dari pengaturan 
yang lebih rumit sebagaimana dijelaskan di bawah ini.1 

Dari perspektif kelembagaan, pendirian BMT didasarkan pada Surat Keputusan Menteri •	
Dalam Negeri nomor 538/PKK/IV/1997 yang dikeluarkan tanggal 14 April 1997 tentang 
Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.

Norma-norma yang mengatur keanggotaan BMT diatur oleh Hukum Islam dalam •	
Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pengaturan tentang modal awal dan simpanan anggota diatur oleh Undang-Undang •	
(UU) nomor 26 tahun 1992 tentang Koperasi.

Fungsi Baitul Maal (bendahara) diawasi oleh UU nomor 38/1999 tentang Pengelolaan •	
Zakat.

Karena kerumitan dasar hukum ini, jasa-jasa pembiayaan usaha kecil BMT kurang 
pengawasan dan pelaporan. Guna mengatasi hal ini, beberapa alternatif sedang 
didiskusikan.

Bank Indonesia sangat mendorong agar BMT dialihkan menjadi bank (BPR Syariah).  •	
Namun di bawah UU Perbankan, BMT akan membutuhkan modal yang lebih besar 
untuk dapat beroperasi, dan hal ini akan mempercepat penggabungan beberapa 
BMT. UU Perbankan juga mengharuskan pengelolaan secara modern yang berarti 
para manajer perlu melalui ujian-ujian tertentu. Banyak BMT baru dan kecil tidak 
mempunyai sumber daya untuk memberi pelatihan bagi para pegawainya guna 
mencapai standar yang dibutuhkan.
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Departemen Koperasi berniat mengakomodasi BMT ke dalam yurisdiksinya sebagai •	
koperasi.  Untuk itu, Deputi Menteri Koperasi dan UKM, Marsidi Rahardjo, telah 
mengajukan perubahan UU nomor 25 tahuan 1992 tentang Koperasi untuk memasukan 
badan hukum BMT ke dalam UU yang sudah ada (Azis 2008).

Departemen Keuangan sedang mempertimbangkan peraturan khusus bagi jasa-jasa •	
pembiayaan usaha kecil yang juga akan berlaku bagi BMT. Ini artinya BMT akan dilihat 
sama dengan lembaga pembiayaan mikro lainnya.  

Kalangan BMT sendiri berusaha keras memiliki UU khusus tentang BMT yang •	
mencerminkan keberagaman fungsinya sebagai lembaga pembiayaan mikro dan 
lembaga sosial.

2. Mendukung bisnis melalui kewirausahaan sosial

Kewirausahaan sosial merupakan bagian dari bidang ilmu kewirausahaan yang baru 
muncul. Konsep ini dapat diartikan sebagai ‘suatu proses yang melibatkan penggunaan 
dan penggabungan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang  mempercepat 
perubahan sosial dan/atau  memenuhi kebutuhan sosial’ (Mair dan Marti 2006:37). Ciri 
utama usaha-usaha sosial adalah didorong oleh kesadaran untuk mencapai tujuan-
tujuan dan nilai-nilai sosial, tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. 
Sebagai contoh, dalam informasi usaha BMT Beringharjo (sebuah BMT yang ternama di 
Yogyakarta) tertulis  bahwa jasa yang disediakannya‘ tidak hanya memberikan bantuan 
keuangan dan fasilitas penyimpanan uang”, tapi juga memotivasi kewirausahaan dan 
pelatihan-pelatihan bagi para anggotanya.

Mengidentifikasikan BMT sebagai bentuk usaha sosial penting karena dua hal.  Pertama, 
usaha-usaha sosial dan upaya-upaya yang dihasilkannya mampu menemukan jalan keluar 
yang efektif bagi masalah-masalah sosial, jika kebijakan publik ‘menyadari dan secara sadar 
memanfaatkan’ potensinya (Dees 2007: 29). Implikasinya adalah bahwa kita perlu lebih 
hati-hati dalam menciptakan lingkungan peraturan yang lebih ketat, sebagaimana telah 
disarankan di atas.  Hal ini dikarenakan BMT telah berkembang sebagai koperasi, menawarkan 
skema-skema pembiayaan yang lebih fleksible daripada bank-bank. Menerapkan peraturan 
perundang-undangan yang sama (dengan lembaga-lembaga pembiayaan mikro lain) 
terhadap BMT akan membuat jasa pembiayaan BMT lebih tidak menarik.

Kedua, mengidentifikasikan BMT sebagai suatu usaha sosial  membutuhkaan suatu 
kerangka baru untuk mengevaluasi dan mengidentifikasikan kebutuhannya guna 
peningkatan kemampuan BMT. Hal ini karena para operator usaha-usaha sosial 
mengukur keberhasilannya tidak hanya berdasarkan pada ukuran-ukuran tertentu yang 
biasa digunakan untuk menilai kemajuan bisnis seperti keuntungan, jumlah pekerja dan 
besarnya kekayaan (Sharir dan Lerner 2006). Riset kami menemukan bahwa operator BMT 
sangat perduli terhadap promosi nilai-nilai Islam, menawarkan ketrampilan usaha, dan 
dana yang sangat dibutuhkan untuk jumlah nasabah yang lebih banyak dengan cara-cara 
yang berkesinambungan. Contohnya, TAMZIS membatasi jumlah maksimal pinjamannya 
Rp. 5.000.000,- per nasabah dan mengumpulkan pembayarannya setiap hari. Hal ini 
membawa dampak yang berarti terhadap arah dan strategi bisnis. Strategi tersebut 
mencerminkan sifat BMT itu sendiri yang tidak hanya merupakan lembaga pembiayaan 
usaha kecil tapi juga institusi sosial.

Namun demikian, usaha sosial juga menghadapi masalah-masalah yang serupa dengan 
usaha bisnis umumnya pada berbagai tingkat perkembangan usahanya. Usaha sosial 
dituntut untuk secara efektif mengatasi kesulitan dalam ‘mengidentifikasikan peluang 
dan kebutuhan, perencanaan dan mendapatkan dukungan informasi dan sumber daya, 
pemasaran dan menciptakan kebutuhan, serta membangun kerangka-kerangka organisasi’ 
(Young 1986 dikutip dari Sharir dan lerner 2006: 7).
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Menghimpun dan memfokuskan modal sosial

Modal sosial menjadi dasar didirikannya industri BMT.  Keberhasilan BTM sangat tergantung 
pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan para pemimpinnya untuk menghasilkan 
dan mengarahkan modal sosial. Riset kami menemukan bahwa BTM-BTM yang berhasil 
saat ini masih melibatkan para pendirinya dalam kegiatan operasi sehari-hari. 

Para pengelola BMT memandang bahwa nilai-nilai Islam sebagai bagian yang penting dalam 
meningkatkan sumber daya manusianya. Sebagai contoh, BMT Beringharjo dan BMT Al Iklas 
melaksanakan program-program pelatihan yang menekankan disiplin pribadi.  Dalam rangka 
meningkatkan profesionalisme di kalangan para pekerjanya, nilai-nilai yang diambil dari Al 
Qur’an dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional. Para pekerja terus menerus diingatkan 
bahwa mereka harus mempertangung-jawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan.

Pendukung kuat UKM

Sebagian besar kegiatan bisnis di Indonesia terdiri atas usaha kecil dan menengah (UKM).  
Pada tahun 2007, jumlah usaha kecil mencapai lebih dari 91 persen dari keseluruhan bisnis, 
atau berjumlah sekitar 44 juta usaha. Kemampuannya dalam  menyerap tenaga kerja 
menandakan bahwa UKM mempunyai potensi yang besar untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan 
perhatian yang berarti bagi pengembangan UKM dan menawarkan berbagai program yang 
terdiri dari bantuan teknis dan keuangan. Namun, hanya sebagian program-program ini 
yang berhasil (Marijan 2006; Berry et al 2001; Hill 2001; Thee Kian Wie 1993).

Sebagai contoh, banyak kredit konsesional yang berakhir dengan kredit macet. Akibatnya, 
sebagian besar UKM terbatas aksesnya ke lembaga-lembaga keuangan (Antonio 20080). 
Oleh sebab itu UKM membutuhkan alternatif lain untuk mendapatkan pembiayaan. Di 
sisi lain, nasabah-nasabah yang dapat meminjam Rp. 20.000.000,- dari BMT-BMT, juga 
sebenarnya mempunyai akses ke sektor perbankan termasuk BPRS, biasanya dengan bunga 
yang lebih rendah. Namun, banyak pengusaha UKM yang lebih suka menggunakan BMT 
karena lebih mudah dan proses persetujuan pinjaman lebih cepat. Dengan demikian, jasa-
jasa BMT yang lebih memudahkan membantu perkembangan sektor UKM di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga pembiayaan, BMT menawarkan jasa pelayanan yang lebih luas 
kepada para pengusaha UKM guna mendukung kemajuan usahanya seperti pelatihan 
kewirausahaan dan program-program pemberdayaan sosial.

3. Ukuran dan penyebaran BMT di Indonesia

Sebagian besar BMT mempunyai aset antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 
500.000.000,- (lihat Tabel 1 di bawah). Data dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) 
tahun 2004 (dikutip dari Nadjib 2006: 29) memperlihatkan bahwa 52 persen BMT dengan 
asset di atas Rp.1.000.000.000,-  berlokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta.2  BMT di 
kedua wilayah ini juga merupakan 20 persen dari seluruh BMT yang terdaftar di PINBUK, 
menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat gerakan BMT di Indonesia. BMT di Jawa Timur 
berjumlah 19 persen dari keseluruhan BMT di Indonesia, tapi hanya 8 persen BMT di 
daerah ini yang mempunyai aset di atas  Rp. 1.000.000.000,-, yang artinya hanya 5 persen 
dari total BMT sejenis di seluruh di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat 
Jawa Timur mempunyai banyak pesantren yang memiliki koperasi non-BMT (kopontren) 
yang cukup berkembang; tapi BMT jarang ditemukan di pesantren-pesantren di Jawa 
Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah  mengapa BMT tidak berkembang di komunitas 
pesanten khususnya di Jawa Timur.
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Table 1: Skala BMT di Indonesia

Ukuran aset BMT Persentase

BMT dengan aset di bawah Rp.50.000.000 9.3% 

BMT dengan aset antara Rp.50.000.000,-  
sampai dengan Rp. 500.000.000

78.8%

BMT dengan aset di atas Rp.1.000.000.000 4.8%

Dalam hal ini, budaya dapat memberikan sebagian penjelasan. Budaya Jawa Tengah sudah 
memiliki kebiasaan seperti pertemuan berkala yang merupakan faktor penting penunjang 
keberhasilan BMT. Sebagai satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia, Yogyakarta juga 
memiliki banyak lulusan perguruan tinggi yang terdidik dan tidak bekerja yang tertarik 
pada usaha-usaha sosial seperti BMT.

Faktor lain yang mungkin menunjang kesuksesan BMT di Jawa Tengah dibandingkan 
dengan Jawa Timur bisa jadi berhubungan dengan pandangan-pandangan yang berbeda 
terhadap bisnis dan keuangan yang dianut oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, 
Muhammadiyah dan NU, dan wilayah geografis pusat kedua gerakan tersebut. NU, yang 
basis gerakannya terkonsentrasi di Jawa Timur, sudah lama mencurigai BMT sebagai 
sesuatu yang dipromosikan oleh dan berhubungan dengan lawannya. Kebanyakan kiai 
NU juga takut terhadap kemungkinan bangkrut, yang menurut kepercayaan mereka 
akan menghalangi mereka masuk surga. Pada akhirnya, para pemimpin NU cenderung 
memandang sistem perbankan konvensional sudah cukup (untuk memenuhi kebutuhan 
bisnis). Anggota NU perlu mengatasi hambatan ini jika mereka ingin meningkatkan kondisi 
ekonomi di wilayah sekitar pondok pesantrennya melalui BMT.

Tingginya konsentrasi BMT di Yogyakarta memungkinkan terbentuknya suatu forum BMT 
yang dikenal sebagai Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) BMT Mitra Nugraha. Asosiasi 
yang beranggotakan 96 BMT ini dibiayai oleh sumbangan anggota dan menangani isu-
isu seperti prosedur operasi BMT yang baku. Puskopsyah mempromosikan penyelesaian 
yang tepat guna dalam menangani kegagalan BMT dengan mendayagunakan jaringan-
jaringan alumni. BMT MMU dan UGT menggunakan para alumni Pesantren Sidogiri sebagai 
pekerja dan mitra bisnis; kedua bisnis tersebut berkembang pesat. Sebagian besar alumni 
tetap menghormati dan loyal terhadap pesantrennya.  Karena itu, mereka cenderung 
menghindari tindakan yang tidak pantas terhadap pesantrennya, termasuk kegagalan 
pembayaran kembali pinjamannya dari BMT.

Sangat berbeda dengan perkembangan BMT di Yogyakarta, di Jakarta BMT kelihatannya 
tidak mempunyai daya tarik yang sama. Kelompok kelas menengah perkotaan di Jakarta 
kelihatannya kurang berminat terhadap BMT dan sulit menyelengarakan pertemuan-
pertemuan antar BMT di Jakarta. BMT Al Kariim di Jakarta mulai beroperasi tahun 1994 
dan saat ini bersusah payah meningkatkan asetnya menjadi lebih dari Rp. 4.000.000.000,- 
padahal para pendirinya telah mendapat pelatihan sama seperti BMT Beringharjo yang 
terus berkembang pesat di Yogyakarya. Para pengelola BMT Al Kariim merasa hal ini 
disebabkan oleh tidak cukupnya sumber daya manusia di Jakarta. Kelas menengah yang 
berpendidikan di Jakarta tidak tertarik dengan upah yang rendah dan sulit untuk merekrut 
orang-orang yang mampu dan mempunyai komitmen untuk mengelola BMT.

Manajer BMT Al Amin di Pekanbaru juga mengatakan bahwa mereka sangat jarang 
mendapat informasi dan sumber daya yang diperlukan di Pekanbaru walaupun mereka 
berada di bawah lembaga-lembaga pengawasan (seperti PINBUK dan Asosiasi BMT).  Di 
Pekanbaru, tidak ada BMT yang membuka cabang tahun 2008. Menyelenggarakan rapat 
berkala di Pekanbaru juga sulit karena wilayahnya yang terpencar.
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4. BMT-BMT yang berhasil dan yang tidak berhasil

BMT-BMT yang berhasil

Di Yogyakarta, BMT berkembang seiring dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya 
(seperti bank-bank Islam, skema pembiayaan mikro yang didukung pemerintah). Termasuk 
di dalamnya Bank Kredit Desa (BKD) dan BPR yang bersaing satu sama lain untuk menarik 
para pedagang kota yang membutuhkan pembiayaan mikro  di wilayah yang sama.  
Untuk menyaingi para lawannya, KSU Subbulussalam, sebuah BMT yang relatif baru di 
Yogyakarta, mengincar para pedagang kecil di pasar-pasar yang beroperasi pada jam-jam 
khusus (misalnya pasar pagi atau pasar malam); hasilnya, pangsa pasar mereka meluas.

BMT Beringharjo merupakan BMT yang sudah mapan yang melayani kebutuhan-kebutuhan 
pembiayaan mikro para pedagang perkotaan termasuk yang ada di Pasar Beringharjo. 
BMT ini beroperasi sejak tahun 1994 dan tahun 2003 asetnya sudah mencapai Rp. 
23.000.000.000,-. BMT ini terus membantu UKM melalui Baitul Tanwil (sayap bisnisnya), 
sementara Baitul Maal(bendahara)-nya menawarkan berbagai program pemberdayaan. 
Sejak tahun 2006 BMT Beringharjo menawarkan tidak hanya jasa simpanan, tapi juga 
skema-skema investasi, yang terutama ditujukan bagi para pekerja di luar negeri (TKI) di 
Hong Kong melalui Beringharjo Investasi Syariah (BISA). Melalui skema ini, para TKI (yang 
sebagian besar terdiri atas para wanita pembantu rumah tangga dari Jawa Timur) dapat 
menjadi mitra penanaman modal dan dapat mendirikan BMT baru di kota asalnya. Skema 
ini menghasilkan pendirian cabang-cabang baru BMT Beringharjo di Ponorogo, Madiun, 
Bandung dan Kediri tahun 2008.

TAMZIS mulai beroperasi sebagai BMT tahun 1992 di Wonosobo dan pada awalnya 
mempunyai bagian baitul maal. Namun, para anggotanya kesulitan membedakan 
antara pinjaman bukan untuk mengejar keuntungan (skema Qardhul Hasan) dengan 
kontrak-kontrak lainnya yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Banyak orang 
yang beranggapan bahwa mereka tidak wajib membayar kembali pinjamannya. Untuk 
memecahkan masalah ini, TAMZIS menghapus baitul maal dan memusatkan perhatian 
pada penyediaan pinjaman-pinjaman bagi pembiayaan mikro (maksimal Rp. 5.000.000,-
) kepada sebanyak mungkin anggotanya. Oleh sebab itu, TAMZIS menyebut dirinya 
baituttamwil dari pada BMT. Para pengelolanya yakin bahwa pembayaran harian berperan 
besar dalam mengurangi resiko kegagalan pembayaran dan bahwa sangat penting 
untuk menyelidiki kemampuan peminjam sebelum pinjaman mereka disetujui. TAMZIS 
secara berkala menyediakan pengawasan dan pelatihan kepada para anggotanya untuk 
meningkatkan ketrampilan bisnis mereka.

BMT MMU dan UGT adalah contoh-contoh BMT yang sukses melalui kerjasama dengan 
Pesantren Sidogiri. BMT-BMT tersebut didirikan oleh para guru agama Islam yang tidak 
mempunyai pengetahuan teknis di bidang ekonomi dan akuntansi. Tapi mereka mampu 
belajar tentang bisnis pembiayaan mikro dari lembaga-lembaga lain. Belakangan ini, 
mereka mulai menggunakan kurikulum tentang ekonomi Islam di pesantrennya di 
Sidogiri. Dengan demikian, beberapa alumninya mendapatkan pengetahuan dasar tentang 
keuangan syariah. Eratnya ikatan antar alumni, kedekatan hubungan dengan pesantren 
dan komunitas-komunitas Muslim lainnya menjadi modal sosial yang memfasilitasi 
kemitraan dalam bisnis, dan membuat BMT-BMT ini berkembang dengan pesat. Kedua 
BMT tersebut menjadi mitra para pedagang kecil, serta pedagang dan usaha-usaha kelas 
menengah. Keduanya mempunyai tim-tim khusus yang mengecek nasabah-nasabah yang 
berpotensi sebelum menyetujui pinjaman, dan selanjutnya  menjembatani pengaturan 
pinjaman bagi para nasabah yang pinjamannya disetujui.
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BMT-BMT yang sulit berkembang atau jalan di tempat

BMT Madani mulai beroperasi tahun 1997 di Yogyakarta dengan menawarkan pinjaman 
bagi petani-petani setempat. BMT ini berkembang melalui kerjasama dengan satu bank 
swasta, BCA, dan tahun 2001-2002 pengelolanya membuka usaha bisnis lain (penjualan 
kayu dan beras). Saat itu, BMT Madani mendapat  nasehat dari BMT-BMT lain yang telah 
mapan bahwa jenis bisnis tersebut sangat beresiko namun pengelola BMT Madani tidak 
menanggapi. Bisnis ecerannya tidak berkembang dan pada saat yang sama pembayaran 
kembali dari para anggotanya juga mulai menurun. Menyaksikan hal tersebut anggota-
anggota lain segera menarik dana simpananny yang pada akhirnya mengakibatkan 
kebangkrutan BMT ini. Sebagian besar pengelolanya segera menghilang, hanya 
meninggalkan seorang manajer yang merupakan penduduk setempat untuk menghadapi 
kebangkrutan tersebut.

BMT Maskumambang merupakan satu contoh yang memperlihatkan tantangan perluasan 
bisnis di lingkungan komunitas-komunitas pesantren. BMT ini dimuali dengan dana awal 
sebesar Rp. 3.000.000,- dan merupakan BMT pertama yang berafiliasi dengan pesantren 
di Jawa Timur. Satu setengah dekade setelah pendiriannya, BMT ini hanya mempunyai 
total aset sebesar Rp. 25.000.000,- yang sebagian besar (Rp. 18.000.000,-) masih menjadi 
tunggakan karena para peminjamnya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar 
kembali. Kurangnya komitmen para pengelola juga menjadi masalah.  Saat ini, manajer 
BMT Maskumambang adalah putri pendiri BMT ini dan tidak dapat meluangkan waktu 
yang cukup untuk menjalankan BMT sebagaimana layaknya. Di samping itu, pengaturan 
yang tidak tepat antara BMT dan para peminjam juga menyumbang pada sekaratnya 
BMT ini.  Contohnya, peminjam dana tidak diwajibkan menyediakan jaminan. Akibatnya, 
ketika nasabah gagal mengembalikan pinjamannya, BMT Maskumambang tidak dapat 
melakukan apa-apa untuk menarik pinjamannya.

BMT SMS Pacul Gowang merupakan BMT yang pada awalnya berhasil dijalankan 
oleh pesantren. BMT ini dimulai dengan dana Rp. 78.000.000,- dan dalam waktu tiga 
tahun mampu meningkatkan asetnya dengan sangat pesat menjadi Rp. 500.000.000,-
. Sebelum memulai BMT ini, para pengelolanya mendapat pelatihan dari BMT MMU 
Sidogiri. Lembaga ini juga menerima pelatihan teknis dari lembaga-lembaga lain. Namun 
demikian, pertumbuhan dan peluang bisnisnya di masa depan terbatas karena BMT SMS 
Pacul Gowang enggan memperluas bisnis di luar wilayahnya karena kekurangan sumber 
daya manusia. Dalam hal ini, BMT SMS Pacul Gowang tidak mampu menggunakan 
jaringan alumni untuk menjaring nasabah-nasabah potensial dan sebagai sumber daya 
manusia guna pengembangan lebih jauh sebagaimana yang dilakukan BMT MMU dan 
UGT terhadap Pesantren Sidogiri.

5. Pengembangan Industry: tantangan dan jawaban

Melalui hubungannya yang erat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), 
PINBUK pernah giat menawarkan bantuan pada tahun 1990an kepada BMT-BMT yang 
menjadi anggotanya. Namun, sejak tahun 2000, kemampuan PINBUK untuk menjalankan 
dan mengawasi BMT di seluruh Indonesia menurun. Departemen Koperasi pernah 
menyelenggarakan pelatihan berdasarkan model koperasi, tapi efektifitasnya dipertanyakan 
mengingat model tersebut tidak khusus dirancang untuk BMT. Yang dibutuhkan adalah 
pelatihan-pelatihan yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan BMT dan menjadi 
tempat membangun jaringan dan komunikasi di antara BMT-BMT di wilayah yang sama.

Dalam beberapa kasus, sektor BMT memenuhi sendiri kebutuhannya akan pelatihan yang 
memadai. Sebagai contoh, Mualamat Institute, Baitul Maal Muamalat dan BMT Center 
menawarkan pelatihan-pelatihan secara berkala kepada BMT-BMT anggotanya. Pelatihan-
pelatihan tersebut beragam mulai dari pelatihan mental/spiritual yang diarahkan guna 
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membangun pemikiran yang kuat dan kreatif, hingga sesi-sesi yang dirancang untuk 
mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan manajemen  profesional. Pelatihan 
mental/spiritual juga ditawarkan oleh berbagai pusat pelatihan swasta yang sekarang 
tumbuh cukup banyak di Indonesia. Pelatihan semacam ini berusaha menghubungkan 
penumpukan modal dengan kewajiban moral dalam Islam dan ibadah. Prinsip ini setara 
dengan pendapat Max Weber yang mengaitkan kemunculan ‘semangat kapitalisme’ di 
negara-negara Eropa dengan nilai-nilai Protestan tentang etika kerja dan menabung. 
Pelatihan mental ini dianggap sebagai sarana menempa disiplin bagi para pekerja.

Mendapatkan sumber-sumber pendanaan tambahan merupakan masalah bersama 
di kalangan BMT.  Untung menanggulangi permasalah ini, Pusat BMT mendirikan 
PT Permodalan BMT pada tahun 2006 sebagai lembaga pembiayaan bagi BMT-BMT 
anggotanya. Badan usaha ini giat menghimpun dana dari para penanam modal swasta di 
Jakarta. Masih berhubungan dengan isu permodalan ini, Dinas Sosial di jajaran Pemerintah 
Daerah Sumatera Selatan telah menawarkan pelatihan dan permodalan untuk mendirikan 
BMT di Sumatera Selatan. Tapi minat dari masayarakat setempat rendah karena mereka 
tidak mengetahui apa yang dilakukan BMT. Sebagai akibatnya, beberapa BMT yang baru 
berdiri hanya beroperasi dengan dana yang disediakan pemerintah.  Karena dananya berasal 
dari pemerintah, masyarakat tidak merasa wajib untuk mengembalikan pinjamannya.

6. Rekomendasi

Pertumbuhan BMT sebagai mitra bisnis UKM seharusnya didorong di Indonesia. Guna 
mencapai tujuan ini, kami pengusulkan:

BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman bernilai kecil •	
kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp. 50.000.000,-). Para nasabah yang 
membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari 
bank-bank.

BTM seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan •	
secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-
rapat). Kegiatan ini akan membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna 
pengembangan BTM lebih lanjut di Indonesia.

Departemen Koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan •	
mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan 
sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya.

Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan •	
masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah. Kami mengusulkan 
agar Departemen Sosial dan Dinas Sosial mempertimbangkan penerbitan sebuah 
buku tentang kehidupan pribadi usahawan-usahawan sosial. Menciptakan suatu 
penghargaan yang prestisius juga dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran 
masyarakat terhadap usaha-usaha sosial.

Departemen Koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi wilayah yang •	
memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan menonjolkan berbagai strategi 
bisnis, produk dan jasa BMT-BMT terkemuka. Versi elektronik (website) juga dapat  
dipertimbangkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut. 
Karena tidak semua BMT berhasil, kalangan BMT tidak mempunyai dana untuk 
melaksanakan upaya-upaya semacam ini.

Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih •	
besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan masyarakat. Sesi-sesi pelatihan 
untuk mengajarkan masyarakat bagaimana mendirikan dan menjalankan sebuah BMT 
memang direkomendasikan, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperlukan. 
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Dinas Koperasi sebaiknya mendanai BMT-BMT yang sudah mapan dan mempunyai 
program pelatihan untuk menyelengarakan pelatihan-pelatihan tersebut.

Asosiasi-asosiasi BMT di daerah sebaiknya direformasi. Kelompok-kelompok ini •	
seharusnya berbagi informasi, dan mengembangkan prosedur operasi yang baku 
sebagai langkah awal menjadi lembaga yang dapat pengaturan dirinya sendiri.

BMT-BMT seharusnya memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk •	
memperluas bisnisnya. Kesuksesan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali membuktikan 
penemuan kami ini.3 

BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para anggotanya aman, namun •	
kami juga perlu mengingatkan bahwa usaha-usaha sosial membutuhkan kebijakan-
kebijakan pemerintah yang memungkinkan keluwesan yang diperlukan kegiatan-
kegiatan sosial. Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah 
ada kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT-BMT.

Dalam jangka pendek, memasukkan BMT ke dalam UU tentang koperasi lebih layak.•	 4 
Proses perubahan undang-undang sebaiknya melibatkan konsultasi-konsultasi dengan 
para operator BMT yang aktif dewasa ini.

Dalam jangka panjang, perlu dibuat satu UU khusus dan menyeluruh yang dirancang •	
untuk memenuhi kebutuhan BMT (pembiayaan mikro, pelatihan bisnis dan pengelolaan 
zakat) melalui konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan. Perlu ditekankan 
di sini bahwa perubahan yang dilakukan pemerintah dewasa ini terhadap UU zakat 
(yang bertujuan mendelegasikan pengelolaan zakat ke pemerintah) akan mengancam 
kegiatan-kegiatan baitul maal yang melekat ke BMT-BMT.
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Nota
1	 Lihat Neni Sri Imaniyati 2008 untuk tiga UU yang disebutkan paling awal.

2	 PINBUK tidak mengawasi semua BMT di Indonesia dan banyak BMT yang berkembang pesat di Yogyakatya tidak 
berhubungan dengan PINBUK. Dengan demikian, data dari PINBUK ini sebaiknya diperlakukan hanya sebagai satu 
petunjuk saja.

3	 Lihat Rosengard et al (2007).

4	 Karena baik BMT maupun koperasi, bila berfungsi secara efektif, dapat menawarkan keuntungan bagi orang-orang 
yang tidak beruntung (Simmons dan Birchall 2008).
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